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PROV重NS工SUM瓦で巴RÅ UT馳

P囲RÅずURÅN WÅし重KOTÅ S重BOしGÅ

NOMOR 86 TÅ輝U吋2022

すらN鴨鍋G

PENÅ即GÅNÅN B囲NずURÅN K圏P富的T聞GÅ的

D重職NGKUNGÅ餌P囲MBR的で見H KOすÅ SIBOしGA

D巴NGÅN RAH駒ÅですU壇ÅN YANG MÅHÅ巴SÅ

WAL霊KOTÅ S重BOしGÅ,

Menimbang : a. bahwa saEL satu penyebab tezjadinya horupsi,捌usi dan

nepotisme adalah karena ben如ran kepentingan oleh ohaum

pejabat/pegawai Pemerintah dengan pihak tertentu, untuk itu

perlu dila如ぬn upaya penanganan menuju tata kelola

pemerintah yang baik, bebas korupsi, adil dan transparan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud

pada hu関f a da孤b, pe確職馳eneきap女弧Pera細胞租W誼擬o自

tentang penanganan Benturan Kepentingan di Ling虹ng劃

Pe皿e血tah Kota Sibolg争;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor　8　Drt. T狐un 1956　tentang

Pemben如kan Daerah Otonom Kota-Kota Besar data

L血givgan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Ijembaran

Negara Republik血donesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik血donesia Nomor 1092) ;

2. Undang-Undang Nomor　28　T如un　1999　t餌t劃g

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas da轟Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Neg- Republik血donesia

Ta血un 1999 Nomor 75, Tamba轟an Lembaran Negara Repub盤k

重機do租esia No皿or 385 1);

3. U租da皿g-U孤dang No馳or 12鴫血脚201 1提皿t弧g暁皿be皿抽ka租

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repu上道k

lndonesia Tahun　2011 Nomor　82, Tanbahan Lembaran

Negara Repub肱lndonesia Nomor 5234) sebaga血ana telah

diubah dengan Unda堪-Undang Nomor 15　T弧un　2019

tentang perub躯an Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

201 1 t蝕t劃g Pe皿もe孤抽k弧Pe胞抽ra皿Pem虹da孤g-脚da職gan

(Lembaran Negara Repu班k血donesia T狐un 2019 Nomor

183, Ta皿ba血a撮Le皿b弧an Ⅳeg紬a Repせ拙k重職do遭esia対o馳or

6398);

4.肋車ty-〔力めα′g....



4. Undang-Undang Nomor 23 T狐un 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tanbahan Lenbaran Negara Republik Indonesia

Nomor　5587) sebaga血ana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor　9　Tahun　2015

ten畦皿g Pe則baha膿Kedua Åぬs Undang-Undang討o皿or 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Repu上道k　重職donesia Tah脚　2015　Nomor　58, Ta皿ba血an

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

与. Peraturan Pe皿ehn屯h吋o皿or 60 Tahun 2008提nta皿g Siste皿

Pengendalian血tem Pemerintah (Lembaran Negara Republik

血donesia Tahun　2008　Nomor 127, Tanbahan Lembaran

Neg糾a Repu班k重ndo租esia No皿or 4890) ;

6. Peraturan Pe皿e轟ntah的o皿or 94 Tahun 202 1 tent狐g Disipl血

Pegawai Nege轟(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 No皿or　202, Ta皿baha皿　Lemb弧an Neg紬a Republ拡

重ndonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reめ脚asi Birokrasi No皿or　37　Tahun　2012　te撮tang

Pedo皿an U皿u皿Pe職anga孤a皿Benturan Kepen也n答ari;

8. Peraturan Mente正Pendayagunaan Reお皿asi Bi丁o虹asi dan

Aparatur Negara Nomor 52 Ta血un 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bers租　dan Melayani di

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Repubrk

工ndonesia T∈壮iun 2014 No皿or 1813);

9. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor　80　Tahun　2015

tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Repu班k Indonesia Tahu皿2015 Nomor 2036) sebagai皿ana

telah diubah dengan Pera如ran Menteri Dalam Nege轟Nomor

120 Tahm 2018瞭ntang騰則baha皿Å屯s Peratura皿D粗am

Negeh Nomor 80 Tahun 2015 Te虹塩基ig Pe膜bentuk組曲oduk

蝿ukum Daerah (Be心血Negara Repu胡ik重ndo楓esia Tahun

2018 No皿or 157);

MBMUTUSKÅN :

Mene屯pk劃: PERATURÅN WÅ鵬KOTÅ T圏NTANG P囲NÅNGÅ随N B困NTURÅN

K臼P巴NT間GÅN D重LINGKUNGAN P巴M巴R工NTA櫨KOTÅ S工BOLGA･

呂Å思I

K巴TENTUÅ郎UMU朗

Pasal1

Dalam Peraturan W血i K〇日血i yang di皿aksud denga虹:

I. Daerah ad血ah Daera血Kota Sibolga.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh

pe皿e正工tah Daerah dan DPRD皿enuⅢt asas ｡めnom主dan tugas pe膜bantuan

deng狐p調nsip otonomi seluas-luasnya d瓢am siste皿d狐phnsip Negara

Kesatuan Repubnk Indonesia sebagainana dimaksud dalan Undang-Undang



3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara

Pe皿ehntahan Daera血Kota Sib°lga yang mem主mp血pelaksanaa孤u関sa撮

pe皿er血taha皿ya孤g馳e車adi良ewena皿ga龍daerah oめ孤o皿,

4. Wa出Kota adalah Wali Kota Sibolga.

5. Organisasi Peran8kat Daerah yang selanjutnya disin8kat OPD adalah unsur

pembantu Wa迫kota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang

もe轟a打製叫皿gうawab　艇血adap pela良sa孤aan　皿sa組　撃e皿e珪孤tahan dibida皿g

tertenfu di daerah.

6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan

melaksanakan proses pengangぬtan, pemindahan dan pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya disin弦at PNS ada胞u sedap Warga

Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah

ditentukan, dian8kat oleh pejabat yang berwenang dan disera龍tugas negara

lainnya, dan digaji berdasarha ketentuan perundang-undangan.

8. Benturan Kepen竜ngan adalah situasi/kondisi/keadaan yang te寄adi pada

se宙ap penye工e租ggara Pe皿e轟虹屯血　Daera轟　Ko自　Sibolga■　ya競g　皿e皿i胸臆

dan/atau patut d随uga mem並瞳kepentingan pribadi dan/atau golongan

terhadap penggunaan wewenang sehin鶉a dapat mempenganhi setiap

kep厨職sa皿da損lata櫨瞳皿daka曲調ya.

9. Gra日豊kasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk

uang, barang, rabat (diskon) , komisi, pinjaman tanpa bunga, tibet pezjalanan,

fasihitas penginapa皿, peも租a孤an wisata, pengobatan Cuma-Cuma,龍buran,

cindramata serta fas並tas lainnya melalui sarana elektronik maupun non

eleくすon主k.

10. Hubungan a毎週si p轟badi atau golongan adalah hubungan yang d血ili瞳oleh

penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertentu bajk kena
hubungan darah, perhawhan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang

dapat mempengaru龍keputusrm dan/atau tindaha tertentu.

BÅB重工

MÅKSUD DAN TUJUAN

Pasal2

Peraturan Wali Kota ini dinaksudkan untuk memberikan pemah±,

pencegahan da放pena皿ga孤a皿be撮turan kepe搬出g牟租出Peme五n屯h K〇七a Sibolga･

Pasal3

Perathran Wali Kota ini bertujuan untuk :

a. sebagal kerangぬacuan bagi Perangkat Daerah untuk memahami, mencegah

dan膜eng蚤tasi be放t櫨ra虹藍epe租色調gan;

b. menciptaha budaya pekyanan publik yang memahari, mencegal dan

mengatasi situasi benturan kepentingan secara t-sparan dan e瓦sien tanpa

mengurangi kineq’a pejabat yang bersangkutan;

c. mencegah teH’adinya pengabalan pelayanan pubus dan kemgian negara;

d. menegakkan integritas; dan

e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

鰯A8班....



BÅB重重工

RUANG L重NGKUP

Pasal4

Ruang　瞳龍gkup Peraturan W粗i Kota i租i　皿e薗pu宜　penanga虹an bentura皿

kepentingan yakni sumber, jenis, prinsip, identif歌asi dan tata cara penanganan

bentura皿kepent血ga皿.

8Å藍重V

PENÅNG鯛ÅN B巴NTURÅN K巴PEN'ⅢNGÅN

Bagian Kesatu

Su皿ber Ben亀uran Kepent血gan

Pasal5

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain :

a. penyalahgunaan wewenang yaitu penyelenggara daerah membuat keputusan

atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melanpaui batas-batas

pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

b･ perangkapan jabata虹ya主調se○rang pe皿ye重enggara daerah me皿dudu瞳dua

atau lebih jabatan publik sehingga包dak bisa menja± jabat-ya secara

profesional, independen, dan arfuntabel;

c･ hubunga皿a甜iasi phba趣dan gplong脅虹;

d. gra亀王能くasi; dan

e･ kelemaha放sistem organisasi y証tu keadaa虹yang me垂adi kendala bagi

pencapaian tujuan pelaks�ｶWvV��誚����V逍VﾆV誚v�&��F�W&�����誄
disebabha karena s宙u虻ur dan budaya organisasi yang ada dan/atau

皿engutamaka皿　kepe虹也虹ga皿　p轟ba出/kelo皿pok dala皿　pelaksanaan

peke竜aan.

Bagian Kedua

Jenis Benturan Kepen瞳ngan

Pasal6

Jenis benturan kepen亀血ga皿ya虹g te寄adi pada Pe皿er血tah Daera血ant粧a lain :

a･ ke坤akan yang be呵iha長　a距bat peng争ruh!hubungan dekat/

keterga皿tungan / pe皿behan gra馳kasi;

b. pemberian izin yang diskriminatif;

c. penganghatan pegawal berdasarkan hubungan dckat/balas jasa/

reko皿endasi/penga重"uh dah p匂abat peme心旗ta轟;

d. ddak profesional;

e･ melakukan ko皿ersi瓢isasi pelaya皿a皿publ放;

f･ pen饗叩naan aset danぬめ肋asi ra轟asia untuk kepen血gan p轟badi;

9. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;

h･皿elakukan pengawasan轟dak sesua王no皿a, s亡and紅, dan prosedur;

i･ me垂ad主bawahan pぬa瓦yang d血i血;

j･ melakukan pengawasan a自s penga蘭h p血ak l号泣i;

たmelahaたcm....



k. melakuka皿pen遭aian atas pengamh p址ak lain;

I. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur; dan

in. menjadi bagiv dari pihak yang memili虹kepen屯ngan atas sesuatu yang

din鵡a主.

Bagian Ke也ga

P轟nsip Dasar Penanganan Bentura皿Kepen宙工gan

P包sal7

(1)　Penanganan benturan kepentingan d龍akukan melalui perba確an nilai,

siste皿, p轟badi dan budaya.

(2)　Penanganan benturan kependngan sebagainana dimaksud pada ayat (1)

berphnsip untuk :

a. mengutamakan kepentingan publik;

b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan

kepent血gan ;

c･ me放dorong ta皿ggun由awab p轟badi dan si女ap keteladanan; dan

d. menciptakan dan membina budaya orgamsasi yang menolak terjadinya

benturan kepent血gan.

Bagian Keempat

lden亀拙くasi

Pasal8

(1) Se也ap Perangkat Daera血mengiden包五kasi benturan kepen宜ngan sesua主

dengan tugas,虹ngsi dan kewe輝a虹gannya.

(2) Identifikasi benturan kepentingan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam kepufusan Wa出Kota.

Bagian Kelima

TaぬCara P弧angana皿Benturan Kepen吐撮gan

Pasal 9

用　Se也ap pegawai yang　rnengala皿i suatu k匂adian/keadaan benturan

kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan kepada atasan langsung.

(2) Apabila atasan langsung sebagajmana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat

dalan terjadinya benturan kepentingan, maka apara知r melaporkan

kepada pi皿p血an王℃rangk盈t Daerah.

(3) Sedap pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan pada

Peranghat Daerah harus melaporkan kejadian/keadasn tersebut kepada

pimpinan Perangka亡Daerah.

(4) Apabila pimpinan Perangkat Daerah sebagainana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) juga te咄bat d覆a皿te車ad垂ya benturan kepe虹色ngan tersebut,

maka pegawal melaporkan kepada lnspektorat.

(5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami te竜adinya benturan kepentingan

dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dug± benturan

kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di

Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.

Ptzsal ZO....



Pasa工10

(1) Laporan atau keter劃gan kejadian/keadaan bentu鞄n kepentingan

sebagai- dimaksud dalan pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) disanpaikan
dengan melanpirkan bu虹i-bu虹i terka瓦.

(2) Atasan Langsung Pe輪ng虹t Dae血u yang menerima laporan

kejadian/keadaan bentu- kepentingan sebagaimana旗mal<sud ayat (1)

harus la皿gsung皿e皿e轟ksa霞ebera皿a皿lap〇着a皿pal血g la皿もat 3 (屯ga) had

kerja sejak laporan d随erima.

(3) Hasil Pemeriksaan yang d丑aku藍a皿　oleh aねsan langsung!pimpinan

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dituan8kan dalam berita

acara pemeriksaan dan d出in kepada Wadi Kota dengan tembusan

工nspekめra七.

(4) Apabila has遺　peme立ks±　sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

menyebutkan laporan tidak benar, maka kepu血san dan/atau thdaha

penyelenggara daerah yang d曲aporha tetap berlarfu.

(5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dinaksud pada ayat (3)
menyebutkan虫poran benar, da血n jan窪a wa虻u 3(tiga) hari ke屯a sejak

pengumum劃　hasil pemeriksaan, keputusan d細/atau tindaha yang

mengandung bentt�ｶW�V饋�v���F友匁ｦ�R�ｶVﾖ&�ﾆ亭

(6) Inspektora亀yang men紺ima laporan adanya kejadian/ k駿daan benturan

kepentingan sebaga血ana dinaksud dalan pasal 9 ayat (4) dan ayat (5)

harus menindalkeju瞳sesuai dengan mekanisme yang berEL unfuk

penanganan pengaduan.

8Å8V

M日脚SM囲PB的GBⅣÅ瓦的S在的擬S重

Pasal11

Pengenaan sanksi alas benturan kepen缶ngan dilaks弧aha sesual dengan

peraturan perndang-undangan.

8Å8Ⅵ

MO蝿でOR重NG,臼VÅLUÅS重, P囲NGE附D餌ÅN DAⅣ P巳NG鋤ÅSÅ蜘

Pasal 12

旺pinan Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi ident通証asi

dan penanganan berfuran kepentingan pada unit keH’anya secara berkala.

Pasal 13

(1) Pengendali劃dan penangan狐benturan kepentingan disetiap Pera鴫盟t

Daerah menjadi tangg耽g jawab seluruh pegawai pada Peran罪at Daerah

ya孤g bersa職g出離ta放･

(2) Pengaw謎an dan penangaman benturan kepentingan di Lin8kungan

Pemerintah Daerah d腿akukan oleh血spcktorat.

艶参　脚.…



BÅBV重工

K巴TENTUAN P巴NUTUP

Pasal14

peraturan wali Kota ini mulai berla如pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang menget血uinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

Kota ini dengan penempatamya dalan Berita Daerah Kota Sibolga.

Dite屯pkan髄Sibolga

pada tan認瓢05 0虻oもer 2022

WAL重KOTÅ SIBOしGA,

dto.

JÅMÅしUDD間POHÅN


